WALTKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8  TAHUN 2014
THMNTANCY

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAT NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan
kondisi saal ini dan ‘sehubungan dengan  adanya
perubahan beberapa  ketetentuan  tentang  Perjalanan
Dinas sebagaimana (elah diatur  dalam  Poraturan
Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 ‘Tentang
Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikola, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Peguwai Negori
Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 1an Non Pegawai
Negeri  Sipil, perhl menctapkan  Poraluran  Walikola
lentang Perubahan Alas Peraturan Walikols Scraraing
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas
Walikola/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai
Necgert Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawar Non
Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingal @ I Undang Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentulkan Daerah dacrah Kot Boesar Lialarm
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana
telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4844);




WALIKOTA SEMARANG

FERATURAN WALIKOTA SEMALLAMN
NOMOR & TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 1 TALIUN
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIT, WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ItSA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan
kondisi saat ini dan sehubungan dengan  adanys
perubahan beberapa  ketetentuan  tentang  Perjalanan
Dinas sebagaimana telah diatur dalam Poraturan
Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Perjalanan Dinas Waliltota/ Wakil Walikota, Pimpinan Dan
Anggota Dewann DPeorwakilan Rakyat  Daerah  Kota
Semurang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai
Neger:t  Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikola
tentang Perubahan Atas Peraluran Walikola Semarang
Nomaor 1 Tahun 2014 Tenlang  Perjalanan  Dinas
 Walileota /Waldl Walikota, Plapinan Dan Anpgota Dewan
Perwakilan  Rakyal Dacrah Kota Scmarang, Pegawin
Negeri Sipil, Calon Pepawai Negeri Sipil, DPegawar Non
Pegawai Negerl Sipil Dan Non Pegawai Negert Sipil;

Mengingal @ 1. Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950  tentang
Pembentukan  Dacrali-deaerah K Boovwr  Dalam
Lingkungan Propinst Djawa Thour, Djawa Tengah, Djonwn
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 41437) schapaimana
telah diubah beherapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negard Republik [ndonesia Nomor 4844),




() .

10.

L1,

Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 (enfang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Scmarang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemernntah Nomor 50 Tahun 1992 icntang
Pembentukan  Kecamatan  di wilayuh  Kabupaton-
kabupaten Daerah  Tingkat 11 Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Koecamatan
di wilayah Kolamacdya Daerah Tingkat 1 Semarang dalam
Wilnyiah Propinst Dacrah  Tinglkat T JJawa Tenpah
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4022);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok  Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sehapaimanad
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok — Kepcgawaian
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang  Nomor 17 Tabman 2003 tontang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcn-
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2004 Nomor b, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 1355);

Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Roepublik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 Jenlang
Perimbangan Keuanguan Antara Pemcrintah Pusat Dan
Pemerintahan Dacrah  (lLembaran Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyal, Dewan Perwakilan  Ralkvat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Nepars  Republik  Indonesin Tahun 2011 Nomor 82,




13.

14.

16.

19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234);

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), schaguimana telah diubah beherapa kall ternkhir
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007
tentung Perubahan Kelipa atas Pcraturan Pemerintah
Nomar 24 Tahun 2004 (entang Keducdukan Protokoler dian
Keoangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Neguara Republik Indonesm
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran  Negaro
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lermbaran Negara Republik Indonesi Nomor 1578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahan 2005 tenlang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomaor 4593);

Peraturan Uresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pomerinlah schageamana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraluran Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang,
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menter:t Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  DPedoman Pengelolaan Keoanpan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman
Pengclolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 55 Tahun 2008
lentang Talan Cara Penataunsahaan Dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendah:ra SeTlA
Penyampuaiannvsa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |1 Tabun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bag
Pejabat/Pegawal Di Lingkungan Kementerian  Dalam
Negeri, Pemerintah Dacrah, Dan Pimpinan scrta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Noror 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negceri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawal Non Pcgawail Negeri
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan




Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana
telah diubah dengan Peratluran Menteri Dalam Nepern
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahun Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 entang
Pudoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanga
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negura Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

21, DPeraturan Menteri Keuwngean Nomor 72/ RPMEO2 /2010
fen tang Standar Biaya Masakan Tahuo Avgearan 2014,

22,  Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Perjalanan Dinas Gubcernur/Wakil Gubhernur, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawal
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
Pegawal Negeri Sipil;

23.  Pernturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Standar Satuan Tlarga di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2014,

24,  Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014
tentang  Perjalanan  Dinas  Walikota/Wakil  Walikota,
Pimpinan Duan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kola Semarang, Pegawal Negeri Sipil,  Calon Pegnwii
Negert Sipll, Pegawal Non Pegawai Negerl Sipil Dan Non
Pegawal Negeri Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  WALIKOTA  SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG [PERJALANAN  DINAS
WALIKOTA/WAKIL  WALIKOTA, PIMPINAN  DAN ANGGQOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIl. DAN NON PEGAWAI
NEGERI STPII..

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Perjalanan Ninags Walikoly/Wakil Walikota, Puupinan Dan Anpgoli
| Dewan Perwakilan Ralkyat Dacrah Kota Semarang, Pegawal Negeri Sipil, Calon
Pcgawal Negeri Sipil, Pegawal Non Pegawal Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri
Sipil, Diubah Sebagai Berikut ;

L. Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1| diubah, schingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal |1

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan kecluar tempat kedudukan
dalam atau luar wilayah Kota Semarang untuk kepentingan

Pemcrintah daerah.

to

Walikota/Wakil  Walikota  adalah  Walikota/Wakil  Walikota
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18.

Semarang,

Dewan Porwakilan Rakyat Dacrah yang sclanmjutnya  disingkat
DPRD adalah DPRD Kota Sernarang.

Pegawai Ncgeri Sipil yang sclanjutnya  disingkat PNS  adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
Calon Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya dismglkat CPNS adalab
Calon  Pegawal Negeri 3ipil  di Lingkungan  Pemcrintah  kota
Suemaran.

Pegawani Non Pegawal Negerl Sipil yang sclanjulnyn disingkat
Pegawal Non PNS adalah Pegawal yong dianglkat untuk jangke
waklu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dacrah
yang bersifat teknis profesional dan administrasi scsuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi scrta pegawai diluar
Pemerintah Kota Semarang yang ditugaskan sccara profesional
dalam pelaksanaan kegiatan daerah sesuai kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Non Pegawai Negeri Sipnl yang sclangjuthyn disingkat Non PNS
adalah masyarakat yvang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan
untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas
pemerintahan dacrah yang bersifat teknis dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewali batas
kota dan/atau dalam kota dar tempat keduadukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kKembali ke tempat kedudulkon
semula.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Pcrangkat
Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkal Daerah.

Tempat Tuuan adalah tempal/kota yang menjadi  tujuan
Perjalanan Dinas.

Anggaran Pondapatan Dan Belanja  Dacrah  yang  selanjulnya
disingkat APBD adalah APBD Kota Semarang,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPI)
adalah  Perangkat Daerah di  Lingkungan Pemerintah Kota
semarang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnya

disingkat Unit Kerju SKPD adalah  Unit Pelaksana  Teknis
Dinas/Unil Pelayanan SKPD di Linglkungan Pemcrintah Kots
Semarang.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuiasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat KPA adualuh
pejabat  yang diberi Kuasa untuk melaksanakan  sebagian
kewcnangan PA dalam melaksanakan schagian tugas dan fungsi
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

. Surat Perjalanan Dinas yang sclanjutnya disingkat 8P adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaon
Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Pegawai Non PNS.

Pelaksana SPD adalah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan




Anggota DPRID, PNS, CPNS dan Non PNS yang melaksanakan
perjalanan dinas.

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang teclah dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

20. Biaya Riill adalah hiayn yang dikeluarkan sesual dengan bukt
pengelunran yung sal,

21, Perhitungan  Rampung  adalab perhitungao biaya Perjalanan
Dinas yvang dihitung sesual kebutuhan ril berdasarkan ketentuan
vang herlaku.

22, Uang Persediaan yang selanjulnya disingkat UDP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayal kegiatan operasional seharn-tbar
SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui  mekanisme
pembeyaran langsung,

23. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh
Walikota sebagal acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

2. Ketentuan ayal (1) dan Ayal (2) Pasal 5 diubah, schingga Pasal 5 erbunyi
schagai berikut:
Pasal 5

(1) Pcrjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh
Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang
dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

(?)  Surat Perintah  Tugas scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
ditertn(kan oleh:

a. Walikota untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olch
Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olch
Pimpinan dan Anggota DPRD;

¢. Sekretaris  Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Kepala SKPD/Asisten;

d. Sckretaris  Daerah, khusus perjalanan Dinas  Jabatan  di
lingkungan Sckretariat Dacerah yang anggaran kegiatannya tidak
di Kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

e. Asisten Sekrctaris Daerah, khusus pcerjalanan Dinas Jabatan di
lingkungan Sckretariat Daerah yang anggaran kegiatannys di
Kuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

[ Kepala  SKPD/Sckretaris/Pejabat  yang  berwenang  untuk
Ferjulanan Dinas Jabatan yany dilakulcan olch Pelakaann SPL i
lingluangnan SEPLD berkenaan.

g. Kepala UPTD/UPTB untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kora
Semarang yang dilakukan oleh Pelaksana SPD di lingkungan
UPTD/UPTB berkenaan.

(3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah ‘Tugas kepada
Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan
pertimbangan aspek cfcktivitas, efisiensi dan kedayagunaar

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat

mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada
Kepala UPTD/UPTB berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis,
efcktivitas dan efisiensi.

(9)  Surat Perintah Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling




sedikit mencanturmkan hal-hal schagai berikut;
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.
() Format SPD scbhaguimana dimaksud  padoa ayal (1) sebagaimana
tercantuin dalam Lampiran 1 omerupalkan bagian yang  tidak
terpisahkon dari Peratluran Walikola ini

Ketentuan Pasal 6 diubah schingga pasal 6 berbunyi schagai bernkut

Pasnl 6

Dalam pcenerbitan SPD, PA/KPA borwenang untuk menectapkan tingkat
blaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas

Ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:
Pasgal 7

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) tlerdin atas komponen-komponen scbagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
v hiava penginapan;
d. uang representasi; dan/atnu
¢. sewa kendaraan dalam kota;

(2) Perjalanan Dinas Jabalan Dalam Kota Scmarang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b berupa Uang Harian,
(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a terdiri atas:
a. uang makar;
bh. uang transport lokal; dan
c. uang saku.

(4) Biaya transport scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir
atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan  kepulangan  termasuk  bhiava ke terminal
bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi  yang  dipungul  di terminal  bus/stasivn/airport
tax/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(5) Biaya penginapan schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a, di hotel; atau
L. ditempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal Pelaksana SPD Gdak menggmunakan blaya penginapan
sehngaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku kctentuan sebagal
berikut:

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (liga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya
sebagaimana  diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar




G

(7)

(&)

(10)

(11)

Satuan Harga;
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada  huruf  a
dibavarkan secara lumpsum.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
dapat dibernikan kepada Walikota/Wakil Walikola, Ketua dan Wakil
Ketua DPRID), Sckretaris Daerah,  Eaclon I, dan Angeota DPRD.
Besaran  uang representasi  diberikan per hari pada saal
melaksanakan perjalanan dinas jabatan,

Sewa kenduraan (sudah termasuk Sopir/BBM/Pajak ) dalaw kota
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ hanya dapisi diberikan
kepada Walikota/Wakil Walikola, Ketua dan Wakil Kcetua DPRD
untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan
secara riil.

Dalam Hal Perjalanan Dinas .Jabatan yang dilaksanakan bersama
samsa (minimal 4 orang) dapat menggunakan Scwa kendaraan (sudah
termmasule Sopir/NBRM/ Pajak ) dibayarkan scoir il

Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua
DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sesuan cdengan formal schapaimana tercanium dalam Lampiran 1V
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotla
ini.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, schingga Pasal 9 berbunyi
sebagm berikut:

(1)

(4)

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapal, seoinar,
dan sejenisnya schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung
oleh  panitia penyclenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pclaksana SPD.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabalan dilakukan sccara bersama-sama
untuk melaksanakan rapat, scminar, Konsultasi, study handing dan
sejenisnya  sclurubs Pelalesana S5ID 0 dapal  menginap  pada
hotel/Penginapan yang sama.

Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan
Dewnn/Sckretaris Dacrah dapat menginap pada hotel/ penginapan
VT sama dengan Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan
Dewan/Sekretaris Daerah  dengan  melampirkan  Surat Tugus
Mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan  fasilitas kamar
dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya tcrendah
pada hotel/penginapan dimaksud.

Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan sccara bersama-sama
untuk melaksanakan kegiatan (ertentu, menggunakan pcnginapan
atau hotel yang sama, dalam hal biaya penginapan pada hotel atau
penginapan yang sama tersebul lebih tinggl dan satuan biaya hotel
atau penginapan yang diatur dalam perwal ini maka menggunakan
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada holel atau penginapan
yang sama tersebut




.

_\I

(3) Dalam Hal Biaya terendah pada hotcl / Penginapan sebapgaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah tidak tersedia, maka dapat
menggunakan biaya penginapan pada kelas kamar diatasnya

Ketentuan Pasal 10 diubah, schingea Pasal 10 berbunyi sebugin ekt
gg ,

Pasal 10)
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan transportasi kapal
laut/sungai untuk waktu pcrjalanan minimal 24 (dua puluh empat) jam,
selarmma waktu  transportast tersebut kepada Pelaksana 8P1) hanya
diberikan uang harian,

Ketentuan ayal (1), ayal (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, schingga Pasal
12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Ninas Jabatan melebili jumlah
hari yang ditctapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dun Gduk
disebabkan  olch  kesalahan/kelalaian pelaksana 8P dapat
diberikan tambahan uang harian, hiayn  penginopon,  uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.

(2)  Tambahan uang harian, biaya pcnginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persclujuan
dengan melampirkan dokumen berupa:

a.  Surat  keterangan kesalahan/kelalaian cdiri
svauhbandar/kepala  bandara/perussahann jasa transportas
lainnya; dan/atau

b, Surat keterangan perpunjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (),
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, hiava
penginapan, uang represcentasi, dan sewa Kendaraan dabion kota
pada DPA SKPD berkoriaarn,

(4)  Dalamn hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dan jumlalh han
yang ditctapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewd kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

(5)  Ketentuan pengembalian kelebiban nang harian, biaya penginipan,
uang repreacnraal, dan sewn kendaraan dalan kota sebagairmiarna
dimakesud padi ayal (5) lidak berlaku untule ketentoun scbapannan
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut

Pasal 14
(1) Pembayaran biaya Purjalanan Dinaz diberikan dalam batas  pagu
anggaran yang tersedia dalam Anggaran SKPD berkenaan,
(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pclaksana SPD paling
cepal 5 (ima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan,




i:_c

10.

11.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagal berikut

()

Pasal 16

Pembayaran biaya Perjulanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan
denpgan  memberikan  uang muka  kepada  Pelaksana 3P oleh
Benduhara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanni,
Pemberian wang muka  sebagaumana  dimaksud  pade ayat (1),
herdasarkan persetujuan pemberian uang muke dari PA/KPA denpan
melampirkan dokumen schbagay herilaut:

a. Sural Perintah Tugas;

b. SPD;

¢. Kuitansi tanda terima uang muka;, dan

d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas

Ketentuan ayvat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, schingga Pasal
19 berbunyi sebagiai berikut:

(1)

()

(3)

Pasal 19
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembayaran
Langsung dilakukan mclalui transler dari Kas Umum Daerah ke
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD  melehihi biaya Perjulanan Dinas  Jabatan yang
scharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan
Ninas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Dacrah mclalun
I’A/ KPA.
Penyctoran  kelebthan  pembayaran  schagaimana dimaksud pada
ayal (2) dilakukan sesual dengan Peraturan Walikota  mengern
Satem dan Prosedur Poopelolaan Keuangan Taernh.
Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yvang dibayarkan koepada
Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya.
Pembayuaran  kekurangan  biaya  Perjalanan Dinas  Jabatan
scbagaimana  dimaksud pads ayat (4) dapat dilakukan melalui
mekanisme UP alnu Pembayaran Langsung.

Ketentuan ayat (1), ayal (2), dan ayat (4) Pasal 21 diubah, schingga pasal
21 berbunyi schagai berikuat:

(1)

_
|
~—

Pasal 21
Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pclaksanaan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan blaya Perjalanan Dinas kepada
PA/KPA paling lambat 5 (hima) harl kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
Pertanggungjawaban biava Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dengan melampirkan dokumen boerupa:
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang
aesudl Pasal b ayat (2);
h. SIPD yang telah ditandotoogani oleh PAJKPA dan pejabal
ditempnt pelaksanann Perjalanan NDinas alau pihal terkail vang




menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;,

c. tiket pesawat/Invoice, boarding pass, airport tax, retribust, dian
bukti pembayaran moda transportas laimnya;

d.  dallar Pengeluaran Riill sesuai dengan format  schagaimeana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikola i,

c. bukti pembayaran yung sah untuk sewa kendaraan dalam kota

boerupa  kuitansi  atau  bukti  pembayaran  lainnya  yang
dikcluarkan oleh bodan usoha yong berperale di bidang jasa
penyewaan kendaraan,
f. bukti pembayuaran holel atan tempat menginap biannwvig
sural tugas mendamping bagi Pendomping dan/atau ajudan
Walilkota/ Walkil walikota/Timpinan DR/ Sclactus LDaeral
yvang mcnginap pada holel/penginapan yang sama  dengan
Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/Sckretaris Dacrah; |
dan |
h. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA. |

(3)  Dulam hal bukti pengeluaran  (ransportasi dan/atau penginapam
schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurutl ¢, huruafl &, dan huraf |
tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dapat hanya menggunakan Daftar Pengcluaran Riil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4)  Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melalui penyedia
Jasa maka Permbayaran dilakukan dengan melampirkan
n. Kwituansi / SPK /Perpangian
1. Rerita Acara Pembavaran
c. Berita Acara Serah Terima lasil Pekerjaun

Pasal 1l
Peraturan Walikota im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aguar sctiap orang mengelahuinys, memcrintahkan pengundangan Peraturan

Walikota im1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
padn ngeal L April 2014

WAITARCYTA &

RANG,

HENDRAR PRITHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS NDAERAH KOTA SEMARANG,

AT TRT HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 8




menjads Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

C. Likel pesuwul/Invoice, boarding pass, airporl tax, reteibusi, dan
bukti pcmbayaran moda transportasi lainnya;

d. daftar Pengeluaran Riil sesuuai dengan formal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;

€. bukti pembayaran vang sah untuk sews kendaraan dalam kota

boerupa  kuitansi atma o bukti pembayaran  Lannys  yang
it ipmrlearn oloh baedan mabi= yrogy boergorab e badamg Jasn
penyewaan lkkendaraan,
. bukli pembayaran hotel alau lempal menginap lainnya,
sural tugas mendamping) bagh Pendamping dan/atau ajudan
Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/ 3ekretaris Daerah
vang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan
Walikota/Walkil Walikota/ Pimpinan DPRIY/ Sckretaris Daerah;
din
h. Inporan Haail Perjnlanan Dinas kepadia PA/KPA.

as

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sehbagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf ¢, huruf ¢, dan huraf f
tidak diperoleh, pertangsungjawaban hiaya Perjalanun Dinas Jabatan
dapal hanyn menppunakan Daltar Pengeluaran Nl sebagmmana
dimalksud pada avat (2) hurul d.

(4)  Untult Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melalul penyedia
Jasa maka Pembayaran dilakukan dengan mclampirkan :

a. Kwitansi / SPK /Pcrjanjian
b, Borita Acara Pembayaran
o Berita Acara Scrah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 1l
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.
Agar sctiap orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kot Semarang.
Ditetiapkan Jdi Semarang
pada tanggal 1 April 2014

WAL ARANG,

HIENTIRAR P'RITIATH

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

J

ADI TRI [ITANANTO

RERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 8




LAMPIRAN |
PERATURAN WALIKOTA SIKMARANG

NOMOR Tahun 2014

PERURAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR | Tabun 2010 TENTANG PERJALANAN
DINAS WALIKOTA/WAKIL WALTKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PEEWARKILAN RARYAT
DALEA]T WOTA SEMARANG, PMECGAWAL NEGLIRI
SIFIL, CATON PEGAWAL NItCERT S1PIL, PLOG AW AT
NON PEGAWA] NEGERL SIPTTL DAN NON PROGAWA]
NEGERT SIPIL

SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )

NOMOr ! e e sssinann

e — e s —— v T s —— e ‘

1| FETHEA

s

» [ Nama/ NP Pegawai yang melaksanakan T T - ]
Perjalanan Dinas !

3 a Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan /Instansi b ‘
| e, lingkat Rikya Perjalanan Dinas G , 1‘\

P4 Maksud Perjalanan Dinas

- S e S — [P

5 Alat Angkutan yang dipergunakan

a. lempat Berangkat a.
b Tempal Tujuan i
L. , . - —_ e |
| a4 Lamanya PerjulanEn Dinas |
b. Tangal Berangkat 1
c.  langgal Harus Kembali / tiba di tempat baru C. ‘
8 | Pengikut : Nama ! NIP Keterangan l
A TP N L ‘
9 | Pembebanan Anggaran
i | a Instansi a
‘ b Kode Rekening Angyaran k.
10 W&ingan lain Lan o R T T
Coret yang tidak perlu o Dikeluarkan di
Tanggal
PA 1 KIPA
( G )
Pangkat

MIP. .




SPD No.

Tibya Kembial o
Mada tanggal

B(_‘.rangl(u[ i
(Tempat Kedudukan)
Mada Tanggel
Ka
Borangkal dur - )
Il Tihadi la
Mada Tanggal Maa Tarnggel
Kepala
Kepalz
(
foi NI
HIr FATTIATIRITETIN :
Boranghkat dar |
I by i K i
Foa Tanggal P Tarngyel
Kepala
‘ Kepala
(
T R NIP..
Berangkal dari
IV Tihadi K
Pada Tanggal Pada Tangyal
Fopala
Kepala
{
o NIP. i, -
i o Berangkal dan i
| Vo Tibad Ke ‘
Pada Tanggal Pada Tanggal
Kepala
Kepala
(o NIF |
B NIF e B - o

! Telah diperiksa Jengan keterangan bahwa penalanan tersebit
‘ alas perinlahnya dan semata mata untuk kepentingan jaatan
dalam waktu yang scaingkat singkilny

(PA / KPA)

| l;-‘angkal
NI

s

L vi Lalanan [an-amn ) . |

!‘ Vil PEREATIAN 7 v ,
‘ Peajabat Yang berwenany yany menehithan 3P0, pegawar vang melakukan parjalanan dings, pard pejaba

yang mengesahkan langgal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan
peraturan keuannan Naerah apahila Pemerintah Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

kealpaannya

| S




LAMPIRAN 11
PERATURAN WALIKOTA SEEMANANG
NOMOR  Tahun 2014

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANCG
NOMOR 1 Tahun 2014 TENTANG PERIJALANAN
DINAS WALTKOTA/WAKIL WATLIKOTA | PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DATRAIT KOTA SEMARANG, PROAWAL NISGLET
81PN, CALON PEGAWAT NEGLERLD BIPLL, PEGAWAL
NON PEGAWAI NEGERT STPIL DAN NON PPLEGAWAIL
NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN

vang bertandatangan dibawah ini :

Nama e

NIP. e R

Jabatan TSP

Satuan Kerja L e e e
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan atas nama.

Nama

NIp it ‘

Jahatan PPN

Satuan Kerja et ———— e
Dibatalkan atau tidak dupal dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu .. U PROTS
schubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
pejabat / pegawai negeri lain.
Demikian Surat pernyataan inl dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyala surat
Pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan kelentuan

Rukum yung berlaku

..... , tanggal.hulan, Lahun

Yang Membuat Pernyataan,

............................................




LAMPIRAN 1II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANCG
NOMOR  Tahur 2014

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARAN
NOMOR | Tahun 20149 TENTANG PLISJALANAN
DINAS WALTKOTA/ WAKIL WALIKOTA| 'IMPINAN
NAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KARKYAT
DALERAH KOTA SEMARANG, PIGAWAL NEGER|
SIPIL, CALON PEGAWAL NEGERT SIPML, PEGAWAT
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN NON PEGAWAI
NISCHEIRD SIPILL

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PFMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama S PUR P

NIF.

Jabatan

Satuan Kerja
Menyatakan dengan sesunppuhnya, bahwa Perjalanan 0inas labatan Berddsarkan Surat Ferjalanan Dinas
(SPD) NOMOE vveivivvninienr - PANERAL v, @138 NAMA!

Nama

NIP.

labatan v e

Satuan Kerja
Libatalkan sesuai dengan sural Pernyataan  Pembalalan Surat Perjalinan Dinags  (51'0)  Nomor
...................... tanggal .o
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, tnaya transport berupa ... (di isi transpurl yang digunakan) ...
dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapal dikembalikan / refund
(sebagion / seluruhnya) sebesar Rp.o ., sehingga dibchankan  pada  DPA Nomor

o TANEEA v, SALLAN KOTIA L,

Uerikian Surat parnyataan ini dibuat dengan sehenarmya dan apabll dikemudian hari lernyata sursl
Pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya hertanggungjawab penuh dan bersedia

menyelorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Ducrah.

s , tanggal.bulan, tahun

Yang Mearmbuagl Purmyatann,

.........................................

Pangkat

NIF.




LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOYTA SIEMARANG
NOMOR  Talion 2014

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMAKANCG
NOMOR 1 Tahun 2014 TENTANG PERJALANAN
LUNAS WALTIKOTA/WAKIL WALIKOTA, FIMPTITNARN
DAN ANCQGOTA DEWAN PRRWARKILAN RAKYAT
PDAERAH KOTA SLEMARANG, PROAWALD NFORE]
SEEL, GATLON PROAWALD NEGLERLD SIPLIL, PROAW AL
NON PEGAWAL NEGER]D SIPIL DAN NON PEOAWAI
NE(GERI SIPIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

tang bertandatangan dibawah ini:
Nama PP
NIP. e e e
Jabhatan e
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) NOMOT e tanggal o , denpan ini kam

menyatakan dengan sesunggubinya babiwa

1 BRiaya fransport pegawai dan atau hiaya penginapan dibawah ini yang hdak dapat diperoleh bukti

bukti pengeluarannya, meliputi

No Uraian Jumlah 1

Jumlah

7 lumlah Uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeludrkan untul pelaksanaan Parjalanan
Dinas dimaksud dan apabila dikernudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan Inl kami buat dengan sebengrmya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengelahui / menyetujui: , tanggal, bulan, tahun
PAIKPA, Pelaksana,
Panpkal Panglat

NIP. NIP. e




LAMDPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  Tahun 2014

PMRRUBATIAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANCG
NOMOR | Tahun 2014 TENTANG PERJALANAN
DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG, PEGAWAT NEGERT S1PIL, CALGON
PloGAWAL NEGERI SIPIL, PEGAWAL NON PEGAWAL
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGER] STPIL

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomaor P PP PR
Tanggal L e
No Uraian Jumlah Keterangan {;
|
\
: |
? i
3 |
4 ?
5
I ..... }
1 | lumlah | Rp. |
i i ‘
Telah dibayar sejumlah Rp. .o ., tanggal,bulan, tahun
(o e ——— ) Telah menerima Jumiah uang sebesar  Rp.
................................ (v e )
Rendahara Pengeluaran, Yany MenerinA
Pangkdl Pangkat
NI e NIP, e

PERHITUNGAN 5PD RAMPUNG

Ditetapkan sejumiah TR
Yang Telah dibayarkan semula v Rpe
Sisa Kurang / Lehih T RD e

Mengetahui / menyetujur

PA/ KPA,

............................................

Panglat

NI




